REFORMASI DAN
KETAHANAN NASIONAL
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Sepanjang sejarah peradaban manusia tatanan kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta tatanan
internasional terus mengalami perubahan, baik secara revolu-
sioner maupun evolusioner. Perubahan secara revolusioner
bertujuan mengganti/mengubah secara mendasar sistem
yang lama yang biasanya disertai dengan pergolakan yang
menelan korban jiwa dan harta benda yang besar. Contohnya
revolusi Perancis, revolusi Rusia dan revolusi kemerdekaan
Amerika Serikat. Sedangkan perubahan secara evolusioner
bertujuan memperbaiki sistem yang telah ada secara damai
dan tahap demi tahap.

Bangsa Indonesia mengalami revolusi dalam merebut dan
mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sejak tahun 1945 sampai dengan tahun
1965. Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemer-
dekaan dari penjajah dan mempertahankannya, kemudian

timbul berbagai ancaman untuk mengubah Pancasila dan
memecah belah NKRI berhasil diatasi oleh bangsa Indonesia.

Sejak ditumpasnya pemberon-
takan G 30 S/PKI, pada tahun
1966 Orde Baru bertekad untuk
melaksanakan Pancasila dan
UUD 1945 secara murni dan kon-
sekuen melalui pembangunan
nasional secara evolusioner. Pada
awal pembangunan nasional
sampai dengan akhir Pemba-
ngunan Jangka Panjang I (PJP I)
telah menunjukkan berbagai ke-
berhasilan terutama dalam meng-

angkat harkat dan martabat
hidup manusia dan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Na-
mun sejak awal tahun 1990-an,
karena terjadinya penentuan
kebijaksanaan yang kurang te-
pat, krisis moral dan etika Pan-
casila, ditambah dengan terja-
dinya krisis moneter regional,
maka terjadi kemerosotan ke-
hidupan masyarakat Indonesia.
Keadaan tersebut mengakibat-
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kan timbulnya gerakan reformasi--

yang menuntut perbaikan se-
genap aspek kehidupan politik,
ekonomi dan hukum. Dari peng-
amatan terhadap berbagai pen-
dapat para tokoh reformis dan
yang mengaku reformis, serta
berbagai gejolak yang timbul,
hakekat reformasi, tujuan dan
arahnya sekarang ini masih
kabur (belum jelas). Apakah cen-
derung ke arah revolusioner atau
menghendaki perubahan secara
evolusioner dan damai.

Para pendahulu bangsa Indo-
nesia (para senior) telah me-
ngembangkan Wawasan Na-
sional Indonesia untuk mencapai
tujuan nasional, yang dinama-
kan Wawasan Nusantara (Wa-
santara), yang mengutamakan
persatuan dan kesatuan nasio-
nal, serta menjamin kepentingan
nasional Indonesia. Sedangkan
Ketahanan Nasional (Tannas)
sebagai kondisi dinamis bangsa
yang harus terus dibina dan
dikembangkan agar selalu dapat
diatasi segala tantangan, ancam-
an, hambatan dan gangguan
(TAHG) yang timbul. Wasantara
dan Tannas dikembangkan ber-
landaskan Pancasila, berfungsi
untuk membina kesadaran per-
sepsi dan kesepakatan bangsa In-
donesia dalam pengembangan
kekuatan nasional guna menca-
pai tujuan nasional, sehingga ter-
cipta keterpaduan sikap dan upa-
ya bangsa Indonesia. Dalam pe-

nyelenggaraan kehidupan na-
sional dan pembangunan na-
sional, Wasantara dan Tannas
berkedudukan sebagai doktrin
dasar nasional.

Dalam tulisan ini dibahas ha-
kikat reformasi, pemahaman
Wasantara dan Tannas sebagai
doktrin dasar nasional, analisis
keterkaitan (relevansi) antara re-
formasi dengan Tannas, serta
upaya pemantapan Tannas.

Hakekat Reformasi

1. Latar Belakang

Sejak pertengahan tahun
1997 sampai saat ini, sudah se-
tahun lebih bangsa Indonesia
menghadapi krisis moneter dan
ekonomi yang sangat berat. Kri-
sis ini ditandai dengan makin ter-
puruknya nilai mata uang rupi-
ah terhadap dollar AS, mem-
bengkaknya hutang luar negeri
yang diluar kemampuan mem-
bayar baik oleh pemerintah mau-
pun swasta, serta naiknya har-
ga barang dan jasa produk im-
por dan juga produksi dalam ne-
geri, termasuk sembako.

Akibat krisis moneter dan
ekonomi sebagian besar perusa-
haan swasta terpaksa gulung
tikar atau mengurangi kegiatan-
nya, sehingga banyak terjadi
PHK, dan makin meningkatkan
jumlah pengangguran. Jumlah
penggangguran ini masih ber-
tambah lagi dengan ex TKI ber-

masalah yang diusir dari negara
tetangga, mengakibatkan per-
masalahan sosial yang makin
luas dan kompleks dalam ber-
bagai aspek kehidupan. Naikn-
ya harga barang dan jasa, makin
menurunnya daya beli masya-
rakat golongan menengah dan
bawah, disertai “issue” tentang
kelangkaan sembako mengkul-
minasikan ketidakpercayaan ke-
pada pemerintah, yang cende-
rurig menghapus segala keber-
hasilan pembangunan selama 32
tahun. Kondisi yang demikian itu
memicu adanya gerakan refor-
masi yang dipelopori oleh para
mahasiswa. Gerakan reformasi
yang murni dari mahasiswa
yang menuntut untuk mengada-
kan perbaikan, ternyata juga di-
manfaatkan oleh berbagai pihak
dan kelompok masyarakat untuk
kepentingannya, yang memicu
berbagai kerusuhan massal yang
menelan korban jiwa dan harta
benda yang sangat besar. Kemu-
dian tokoh-tokoh reformasi
melancarkan desakan agar Pre-
siden Soeharto lengser keprabon
baik secara langsung maupun
melalui DPR.

Presiden Soeharto yang masih
memiliki kekuasaan dan ke-
wenangan penuh, menyatakan
berhenti selaku presiden, suatu
sikap dan tindakan selaku nega-
rawan yang berusaha menghin-
darkan pecahnya persatuan na-
sional dan pertumpahan darah.

Kemudian sesuai dengan konsti-
tusi/UUD 1945, Wapres B.]. Ha-
bibie mengangkat sumpah di
depan Mahkamah Agung se-
bagai Presiden RI yang ke-3 di
Istana Merdeka. Di tengah-te-
ngah berbagai pendapat pro dan
kontra, maraknya usaha mendi-
rikan partai oleh berbagai golong-
an/kelompok masyarakat, serta
tuntutan untuk segera menye-
lenggarakan Sidang Istimewa
(SI) MPR, Presiden B.]. Habibie
dengan Kabinet Reformasi Pem-
bangunan terus berusaha melak-
sanakan reformasi secara berta-
hap terutama dalam memenuhi
kebutuhan Sembako, serta ber-
dasarkan kesepakatan dengan
pimpinan DPR, menyiapkan
agenda politik, yaitu SI MPR
pada akhir 1998, dan pemilu
pada pertengahan 1999 dengan
segala perangkatnya, serta SU
MPR pada akhir 1999.

Dalam rangka mengidenti-
fikasi tujuan murni dari reforma-
si sesuai aspirasi rakyat pada
umumnya, perlu dianalisis fak-
tor dominan penyebab krisis
yang memicu gerakan reforma-
si.

2. Faktor Dominan Penyebab
Krisis )
a. Dampak Pelaksanaan dari
Kebijaksanaan Pembangunan
Nasional
Selama PJP Idan awal PJPII,

pembangunan nasional bertum-



pu pada Trilogi Pembangunan,
yaitu pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi; pemerataan
pembangunan dan hasil-hasil-
nya; stabilitas nasional yang se-
hat dan dinamis. Titik berat pem-
bangunan diletakkan pada bi-
dang ekonomi yang merupakan
penggerak utama pembangun-
an. Bila ditinjau dari segi konsep-
si, pemilihan kebijaksanaan terse-
but tidak keliru, namun dalam
pelaksanaannya terjadi penyim-
pangan antara lain terjadinya pe-
musatan kekuasaan politik dan
ekonomi, lemahnya penegakan
hukum, maraknya korupsi, kolu-
si dan nepotisme (KKN), laporan
ABS, serta pemusatan kekuatan
ekonomi pada golongan/kelom-
pok tertentu, sehingga menimbul-
kan counter productive terhadap
sasaran yang ingin dicapai.
Dalam rangka mengejar per-
tumbuhan ekonomi yang tinggi,
ditempuh kebijaksanaan mem-
berikan kemudahan mendirikan
bank dan kemudahan investasi
baik PMDN maupun PMA, ser-
ta mengalirnya modal dalam

bentuk pembelian saham dan

hutang dari luar negeri. Kebijak-
sanaan ini mampu menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, namun karena terjadi in-
vestasi pada sektor yang kurang
tepat, industri yang dikembang-
kan tidak berbasis pada potensi
sumber daya alam yang dimiliki
(resource based industry), terja-

dinya salah urus, KKN, dan ada-
nya unsur spekulan, mengakibat-
kan kesenjangan sosial ekonomi
yang sangatlebar dan fondamen
perekonomian Indonesia tidak
kokoh, serta sangat tergantung
pada bahan baku/komponen
impor.

b. Dampak dari Krisis Moneter

Regional Asia

Krisis moneter yang melanda
kawasan Asia mengakibatkan
merosotnya, nilai mata uang ne-
gara-negara Asia, termasuk ma-
kin terpuruknya nilai rupiah ter-
hadap dollar AS. Merosotnya ni-
lai rupiah mengakibatkan mem-
bubungnya harga barang dan ja-
sa, serta membengkaknya hutang
luar negeri pemerintah dan swas-
ta serta kesulitan impor dalam
memperoleh bahan baku indus-
tri dan berbagai suku cadang.
Banyak perusahaan swasta yang
gulung tikar, banyak bank ber-
masalah yang terpaksa dilikui-
dasi, dan sebagian lagi dalam
proses penyehatan oleh BPPN.
Negara tetangga yang juga meng-
alami krisis moneter mengusir
TKI bermasalah (TKl ilegal), se-
hingga makin menambah jum-
lah penganggur dan rakyat mis-
kin.
c. Dampak dari rekayasa politik

Dalam menjamin kelangsun-

gan dan keberhasilan pemban-
gunan nasional, serta stabilitas
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politik perlu kekuatan politik
dengan mayoritas tunggal. Un-
tuk itu telah dilakukan berbagai
rekayasa agar terjadi mayoritas
tunggal pada salah satu kekuat-
an politik (Golkar), mengabaikan
hak-hak politik rakyat, yang cen-
derung melestarikan jabatan Pre-

- siden Soeharto selama 32 tahun.

Kondisi ini mengakibatkan pro-
ses demokratisasi berlangsung
tersendat-sendat, proses politik
kurang terbuka serta membuda-
yanya laporan ABS, yang me-
nyebabkan timbulnya krisis ke-
percayaan terhadap pemerintah,
lembaga perwakilan dan lemba-
ga politik lainnya, termasuk
ABRI yang terseret dalam reka-
yasa politik ini.

d. Kelangkaan Sembako

Meningkatnya harga barang
danjasa termasuk sembako yang
disertai dengan kelangkaan sem-
bako di pasar serta menurunnya
daya beli masyarakat, mengaki-
batkan keresahan dan kepanikan
masyarakat. Produksi pangan
dalam negeri khususnya beras
mengalami penurunan akibat
kebijaksanaan pengadaan pa-
ngan yang kurang tepat, gang-
guan cuaca dan makin menyu-
sutniya lahan sawah/ pertanian,
sedangkan impor beras juga
mengalami berbagai kesulitan
disertai kesulitan distribusi. Ba-
han kebutuhan lainnya yang sa-
ngat dibutuhkan adalah susu
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bubuk untuk balita, obat-obatan,
suku cadang kendaraan, har-
ganyajuga melambung tinggi.

e. Kerusuhan Massal

Gerakan reformasi yang ber-
dasarkan aspirasi rakyat sesuai
hati nurani bertujuan agar ke-
hidupan nasional lebih demo-
kratis dalam suasana keterbu-
kaan, adil dan makmur, bersih
dari KKN dan ABS. Namun ge-
rakan reformasi ini telah diman-
faatkan oleh oknum/golongan
tertentu untuk kepentingannya
tanpa memperhatikan dampak-
nya terhadap persatuan dan ke-
satuan bangsa. Oknum/golong-
an tersebut dengan menghasut
massa untuk menimbulkan ber-
bagai kerusuhan massal, pem-
bakaran, perusakan, penjarahan,
perkosaan dan pembunuhan
yang diwarnai anti Cina, telah
menelan korban jiwa dan harta
benda yang sangat besar, teruta-
ma hancurnya sarana dan pra-
sarana ekonomi. Bentrokan an-
tara pengunjuk rasa/mahasiswa
dengan aparat keamanan terja-
di di bebarapa tempatyang meng-
akibatkanjatuhnya korban di ke-
dua belah pihak.

Kerusuhan massal yang men-
capai puncaknya pada tanggal
14 dan 15 Mei 1998 di Jakarta,
telah mengakibatkan citra buruk
terhadap Indonesia, sehingga
investasi asing dan turis asing
yang sangat dibutuhkan bagi
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sangat drastis. Kegiatan ekonomi
perdagangan, produksi dan dis-
tribusi barang dan jasa sangat
terhambat, serta banyak terjadi
pelarian modal (capital flight) ke
luar negeri.

Citra buruk ini lebih diper-
parah lagi oleh adanya isu ter-
jadinya perkosaan besar-besaran
terhadap wanita keturunan Cina
pada kerusuhan pertengahan
Mei 1998. Berbagai perwakilan
RI di luar negeri didemonstrasi
oleh kelompok etnis Cina. Ke-
giatan unjuk rasa dengan ber-
bagai tuntutan, termasuk tuntut-
an untuk memisahkan diri (se-
paratis), yang sering diwarnai
tindak kekerasan masih terus ber-
langsung sampai saat ini di ber-
bagai daerah.

3. Tujuan Reformasi

Dari uraian tentang latar be-
lakang dan faktor dominan pe-
nyebab krisis, bahwa gerakan
reformasi pada hakikatnya ber-
tujuan dan menuntut perbaikan.
kehidupan nasional, terutama
kehidupan politik yang lebih
demokratis dalam keterbukaan,

dan mengindahkan HAM, serta.

bersih dari KKN dan ABS, ke-
hidupan ekonomi kerakyatan
yang adil dan makur, kepastian
ian tegaknya hukum yang ber-
iasarkan keadilan. Dari per-
ayataan dan tuntutan para ma-
rasiswa dan tokoh reformasi,

uapaiuiark Kesunpulan bahwa
reformasi hendaknya berlang-
sung secara damai dengan tetap
berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945 dalam wadah NKRI,
dengan catatan bahwa pasal-
pasal UUD 1945 tetap terbuka
untuk disempurnakan.

Hujat-menghujat dan kerusuh-
an massal berupa penjarahan,
pembunuhan, dan perkosaan
bukan termasuk dalam kerang-
ka/bingkai reformasi. Demikian
pula timbulnya kembali gerakan
separatis dan upaya penggantian
dasar negara Pancasila, juga bu-
kan merupakan tujuan reforma-
si. Bila terjadi penggantian Pan-
casila dan mentolerir gerakan
separatis, berarti menghancur-
kan kesatuan bangsa Indonesia
dan NKRI yang berdasarkan Pan-
casila dari Sabang sampai Me-
rauke yang telah diikrarkan oleh
para pendiri NKRI.

Pokok-pokok Pemahaman Wa-
wasan Nusantara dan Keta-
hanan Nasional

Bangsa Indonesia yang telah
membentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) pada
17 Agustus 1945 telah menetap-
kan Pancasila sebagai pandang-
an hidup bangsa dan dasar nega-
ra untuk mewujudkan cita-cita
dan tujuan nasional seperti yang
diamanatkan dalam Pembukaan
UUD 1945, yaitu: Alinea 2 (Cita-

cita Nasional): negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdau-
lat adil dan makmur.

Alinea 4 (Tujuan Nasional):
melindungi segenap bangsa In-
donesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk me-
majukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bang-
sa dan ikut melaksanakan keter-
tiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaaan perdamaian aba-
di dan keadilan sosial.

Wawasan Nasional dalam
mencapai tujuan nasional dina-
makan Wawasan Nusantara
yang dikembangkan dan diru-
muskan berdasarkan falsafah
Pancasila dan kondisi wilayah
negara, sejarah perjuangan, dan
sosial budaya bangsa, serta ling-
kungan strategis yang mempe-
ngaruhi. Di samping kesepakat-
an yang mantap tentang Wa-
wasan Nasional, diperlukan ke-
sepakatan tentang konsep pengem-
bangan kekuatan untuk meng-
atasi TAHG dalam rangka men-
capai tujuan nasional, yang di-
namakan Ketahanan Nasional.

1. Wawasan Nusantara

Wasantara adalah wawasan
nasional Indonesia dalam men-
capai tujuan nasional yang ber-
sumber pada Pancasila dan
UUD 1945, yang mengandung
nilai-nilai keutuhan (integralis-
tik), kekeluargaan, dan kesera-
sian. Wasantara dikembangkan

dengan mempertimbangkan: (a)
kondisi geografis wilayah NKRI
yang dikenal dengan nama Nu-
santara yang terdiri dari perair-
an yang luas dengan lebih dari
17.000 pulau, terletak pada ka-
tulistiwa, di antara 2 benua dan
2 samudera, dengan segala ke-
kayaan alam dan ciri-cirinya,

merupakan ruang hidup seluruh

bangsa Indonesia, (b) rakyat In-

donesia yang berjumlah 200 juta.

terdiri dari beranekaragam suku,
etnis, agama, bahasa, budaya
dan istiadat, sebagai penghuni

Nusantara. Bangsa Indonesia

adalah bangsa yang tidak ho-
mogen seperti bangsa Jepang,
Jerman dan lain-lainnya, tetapi
bangsa yang plural, (c) sejarah
perjuangan bangsa yang meru-~
pakan pengalaman pahit, ter-
pecah belah diadu domba, dan
dijajah oleh bangsa lain lebih
dari 300 tahun.

Dari uraian di atas, maka Wa-
santara mengajarkan mawas ke
dalam agar bangsa Indonesia
mengutamakan persatuan dan
kesatuan pada segenap aspek
kehidupan politik, ekonomi, so-
sial budaya, dan pertahanan ke-
amanan, termasuk mengutama-
kan kelestarian lingkungan hi-
dup tanah air Indonesia (perik-
sa rumusan Wawasan Nusan-
tara dalam GBHN 1998).

Sedangkan mawas ke luar, men-
jamin kepentingan nasional
dalam hubungan antarbangsa,
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dan turut serta menciptakan per-
damaian dunia yang adil dan se-
jahtera. Kepentingan nasional
Indonesia yang utama (the main
national interest) adalah tetap te-
gaknya NKRI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945; ter-
jaminnya integritas dan identitas
nasional, serta berhasilnya pem-
bangunan nasional. Tanpa per-
satuan dan kesatuan, kelestarian
lingkungan hidup dan jaminan
terhadap kepentingan nasional,
maka pencapaian tujuan nasio-
nal akan tersendat-sendat dan
bahkan dapat terjadi penyim-
pangan, kemunduran atau set-
back dalam pembangunan na-
sional dan kehidupan nasional.

2. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah
kondisi dinamik bangsa Indone-
sia yang meliputi segenap aspek
kehidupan nasional yang terin-
tegrasi berisi keuletan dan ke-
tangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional, dalam meng-
hadapi dan mengatasi segala
tantangan, ancaman, hambatan,
dan gangguan, baik yang datang
dari luar maupun dari dalam,
vang langsung maupun tidak
langsung untuk menjamin iden-
titas, integritas, kelangsungan
hidup bangsa dan negara, serta
perjuangan mencapai tujuan
nasional. Hakikat Ketahanan
Nasional adalah kemampuan

dan kekuatan bangsa untuk da-
pat menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara dalam
mencapai tujuan nasional.

Dalam uraian tersebutdi atas,
Tannas adalah kondisi kehidup-
an nasional yang ingin diwujud-
kan. Proses untuk mewujudkan
kondisi tersebut memerlukan
konsepsi yang dinamakan Kon-
sepsi Ketahanan Nasional (Kon-
sepsi Tannas).

Konsepsi Tannas adalah kon-
sepsi pengembangan kemam-
puan dan kekuatan nasional me-
lalui pengaturan dan penyeleng-
garaan kesejahteraan dan kea-
manan yang seimbang, serasi
dan selaras dalam seluruh aspek
kehidupan secara utuh, menye-
luruh dan terpadu berlandaskan
Pancasila, UUD 1945 dan Wa-
santara. Konsepsi Tannas meru-

‘pakan sarana untuk mewujud-

kan kemampuan dan kekuatan
nasional guna menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, an-
caman, hambatan dan gang-
guan. Hakikat Konsepsi Tannas
adalah pengaturan dan penye-
lenggaraan kesejahteraan dan
keamanan secara seimbang, se-
rasi dan selaras dalam kehidup-
an nasional.

Ketahanan Nasional mengan-
dung prinsip dasar pengejawan-
tahan Pancasila, UUD 1945 dan
berpedoman kepada Wasantara
dalam segenap aspek kehidupan
nasional secara terpadu, utuh me-
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nyeluruh. Konsepsi Ketahanan
Nasional memiliki asas dan ciri/
sifat yang harus digunakan se-
bagai acuan dalam mengimple-
mentasikannya. Asas ketahanan
Nasional adalah kesejahteraan
dan keamanan; komprehensif
integral; mawas ke dalam dan ke
luar; kebersamaan/kekeluarga-
an. Sedangkan ciri sifatnya ada-
lah dinamis; kewibawaan; meng-
utamakan konsultasi dan kerja-
sama; mandiri. _

Tannas mencerminkan keter-
paduan delapan gatra (Astaga-
tra) kehidupan nasional, yaitu
Trigatra alamiah meliputi geo-
grafi, kekayaan alam dan kepen-
dudukan; Pancagatra sosial me-
liputi ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya (sosbud) dan per-
tahanan keamanan (hankam).
Ketahanan Nasional pada da-
sarnya tergantung kepada ke-
mampuan bangsa Indonesia
dalam memelihara dan meman-
faatkan Trigatra untuk mening-
katkan kondisi Pancagatra da-
lam wujud ketahanan ideologi,
politik, ekonomi, sosbud dan
hankam (periksa rumusan Ke-
tahanan Nasional dalam GBHN
1993).

Peranan Ketahanan Nasmnal
dan Konsepsi Ketahanan Na-
sional dalam kehidupan nasional
dan pembangunan nasional ada-
lah (a) Tannas merupakan tolok
ukur kondisi keberhasilan penye-
lenggaraan kehidupan nasional
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dan pembangunan nasional, (b)
Tannas yang tangguh akan lebih
mendorong laju pembangunan
nasional dan keberhasilan pem-
bangunan nasional akan lebih
meningkatkan ketangguhan Tan-
nas, (c) Konsepsi Tannas meru-
pakan metode dan pendekatan
komprehensif integral dalam
penyelenggaraan kehidupan na-
sional dan pembangunan na-
sional, (d) Konsepsi Tannas se-
bagai pola dasar pembangunan
nasional yang dilakukan melalui
pertahapan Repelita.

3. Implementasi Doktrin
Dasar Nasional dalam Ke-
~hidupan Nasional

Ketahanan Nasional dapat d1-
bedakan dengan Wawasan Nu-
santara, tetapi tidak dapat dip-
isahkan satu dengan lainnya.
Ketahanan Nasional harus dibi-
na berdasarkan Wawasan Nu-
santara. :

Kehidupan nasmnal secara
universal biasanya distratakan
menjadi suprastruktur, infra-
struktur dan substruktur. Dalam
kehidupan nasional Indonesia
dikenal kehidupan berma-
syarakat, berbangsa dan berne-
gara. Implementasi doktrin da-
sar, Ketahanan Nasional meliputi
implementasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. |



a. lmglementasi dalam Kehidup-
an Bermasyarakat
Wasantara dan Tannas telah

diajarkan dan dimasyarakatkan

melalui jalur pendidikan sekolah
maupun luar sekolah, namun
karena besarnya jumlah pendu-
duk dan luasnya wilayah Indo-
nesia, serta maraknya.berbagai
pengaruh yang kurang mengun-
tungkan, maka pemahaman dan
penghayatan Wasantara dan
Tannas dalam kehidupan ber-
masyarakat dirasakan belum
mantap. Kehidupan berma-
syarakat masih mengandung ke-
rawanan latent masalah sara (su-
ku, agama, rasial dan antargo-
longan), primordialisme, dan
potensi yang mengancam per-
satuan dan kesatuan bangsa.
Sampai dengan tahun 1998 ma-
sih terjadi beberapa kerusuhan
massal yang bersumber pada
masalah sara ditambah dengan
masalah kesenjangan sosial eko-
nomi. Kondisi ini memberikan
indikasi bahwa kerukunan hidup
bermasyarakat, kerukunan hi-
dup intra dan antarumat beraga-
ma, dan solidaritas sosial sebagai
penopang persatuan dan kesatu-
an masih belum mantap. Dalam
hal ini tidak menutup kemung-
kinan adanya oknum subversif
yang turut bermain dengan me-
manfaatkan kerawanan terse-
but, untuk kepentingannya atau
kepentingan sponsornya. Pri-
mordialisme, masalah sara, ma-

salah keadilan, masalah KKN,
dan kesenjangan sosial ekonomi,
secara bertahap akan dapat di-
atasi, bila seluruh warga masya-
rakatIndonesia memahami meng-
hayati dan mengamalkan Wa-
santara dan Tannas. Demikian
pula oknum subversif tidak akan
mendapat banyak peluang apa-
bila persatuan dan kesatuan war-
gamasyarakatkokoh. Pemaham-
an penghayatan, dan pengamal-
an Wasantara dan Tannas ini
hendaknya dimulai dari setiap
pribadi, meningkat ke keluarga,
kelompok dan golongan ma-
syarakat serta organisasi ke-
masyarakatan, dengan berpikir,
bersikap dan bertindak meng-
utamakan persatuan dan kesatu-
an, turut memelihara kelestarian
lingkungan hidup dan tidak ber-
tindak counter productive ter-
hadap Tannas (tindakan yang
justru melemahkan Tannas).

b. Implementasi dalam Kehidup-
an Berbangsa
Sejak Proklamasi Kemerde-
kaan 17 Agustus 1945, Kebang-
saan Indonesia tidak didasarkan
pada kesamaan suku, etnis, aga-
ma, budaya atau adat istiadat,

tetapi didasarkan pada kesa-

maan cita-cita yang ditegaskan
dalam Pembukaan UUD 1945,
yaitu negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu berdaulat, adil
dan makmur. Dalam pasal 1 ayat
(1) UUD 1945: Negara Indone-
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sia ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Perpecahan
dalam kehidupan berbangsa se-
jak awal kemerdekaan sampai
saat ini bersumber pada (a) per-
bedaan cita negara contohnya

negara federal (RIS), pemberon-

takan DI/TII ingin mendirikan
NII, pemberontakan PKI ingin
mendirikan negara komunis; (b)
ingin memisahkan diri atau se-
paratisme contohnya: Papua
Merdeka, Aceh Merdeka, Tim-
tim; (c) perbedaan kepentingan
kekuatan sosial politik, khusus-
nya pada saat menjelang dan
masa kampanye Pemilu (per-
pecahan PDJ, tawuran/atau gon-
tok-gontokan pengikut Parpol/
Golkar), (d) Pada akhir-akhir ini
muncul kembali keinginan ben-
tuk negara federal. .

Setelah Sidang Umum MPR
1998 situasi politik makin me-
manas, ditambah dengan terja-
dinya krisis moneter dan eko-
nomi berlanjut dengan krisis ke-
percayaan, yang mengakibatkan
timbulnya gerakan reformasi.
Gerakan reformasi, di samping
memiliki sisi positif yaitu menun-
tut berbagai pembenahan khu-
susnya di bidang politik, ekonomi
dan hukum, juga memiliki sisi
negatif yang dapat membaha-
yakan persatuan dan kesatuan
nasional.

Sumber-sumber perpecahan
tersebut di atas akan secara ber-
tahap dapat diatasi, bila orsospol

terutama para pemimpinnya,
para pakar, dan tokoh-tokoh
panutan yang kharismatis di
daerah, memahami dan meng-
hayati cita-cita dan tujuan na-
sional, Wasantara dan Tannas.
Orsospol, orkemas dan para to-
koh sesuai fungsinya berkewa-
jiban mendidik anggotanya/
pengikutnya untuk memahami
menghayati, dan mengamalkan
Wasantara dan Tannas. Kekuat-
an Sospol hendaknya dapat me-
nyerap aspirasi masyarakat dan
mengartikulasikan ke dalam ke-
pentingan golongan/parpol
untuk selanjutnya disalurkan
kepada suprastruktur dan diper-
juangkan dengan mengindah-
kan budaya politik Pancasila
(musyawarah untuk mufakat,
tidak memaksakan kehendak
dan tidak adu kekuasaan/ kekuat-
an), mengutamakan kepenting-
an nasional daripada kepenting-
an pribadi, golongan, ormas dan
parpolnya.
c. Im%lementasidalainKehidup-
an Bernegara
Dalam kehidupan bernegara.
aspirasi masyarakat, kepenting-
an golongan/ parpol diolah oleh
suprastruktur dengan mengacu
pada landasan idiil Pancasila,
landasan konstitusional UUD
1945, dan landasan konseptual
Wasantara dan Tannas, menja-
~di keputusan yang dituangkan
dalam peraturan perundang-



undangan dan program-pro-
gram pembangunan. NKRI se-
bagai salah satu negara ber-
kembang yang merebut kemer-
dekaan dengan revolusi fisik,
banyak menghadapi permasalah-
an tentang peraturan perun-
dang-undangan dan aparatur
negara yang belum profesional.
Banyak peraturan perundang-
undangan yang berlaku sampai
saat ini, adalah warisan zaman
penjajahan Belanda yang sudah
tidak sesuai dengan perkembang-
an zaman, dan dengan sendiri-
nya tidak sesuai dengan Pancasi-
la, UUD 1945, Wasantara, dan
Tannas. Peraturan perundang-
undangan yang dibuat pada
masa RI belum seluruhnya de-
ngan tegas mengacu kepada
Wasantara dan Tannas. Bebera-
pa undang-undang yang secara
tegas mengacu kepada Wasan-
tara dan Tannas, antara lain UU
No. 20 tahun 1982 tentang Po-
kok-pokok Penyelenggaraan
Hankamneg, dan UU No. 2 ta-
hun 1989 tentang Sisdiknas. Di
samping itu terdapat masalah-
masalah baru yang belum diatur
memerlukan peraturan perun-
dang-undangan baru. Pemerin-
tah bersama dengan DPR telah
berusaha menggarap RUU da-
lam rangka reformasi dan pem-
bangunan nasional. Kita semua
mengharapkan agar pemba-
hasan RUU tidak merupakan pe-
maksaan oleh eksekutif, tetapi

mempertimbangkan aspirasi
masyarakat dan golongan/par-
pol dan mengacu pada Wasan-
tara dan Tannas. Aparatur nega-
ra harus mampu menampilkan
pemerintahan negara yang ber-
sih, bertanggung jawab dan ber-
wibawa (good governance).
Dalam penyelenggaraan hu-
bungan internasional, Wasan-
tara dan Tannas juga merupakan
acuan yang diwujudkan ke da-
lam politik luar negeri yang be-
bas dan aktif diabdikan pada ke-
pentingan nasional. Dengan pe-
rubahan situasi dunia yang
makin cepat, menimbulkan tan-
tangan, peluang, kendala dan
ancaman baru, paradigma baru,
serta era baru. Oleh karena itu
politik luar negeri perlu disesuai-
kan dan diaktualisasikan untuk
menjamin kepentingan nasional.

4. Relevansi Reformasi dengan
- Ketahanan Nasional

Reformasi yang telah bergulir
dan menjadi tuntutan nurani
dan aspirasi rakyat Indonesia
bila tidak tepat menanganinya
dan tidak mampu memberikan
tanda-tanda ke arah perbaikan,
terutama dalam aspek politik,
ekonomi dan hukum, akan da-
pat memecah belah persatuan
dan kesatuan bangsa dan bah-
kan dapat membahayakan NKRI
yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Reformasi pada
akhirnya harus makin mendekat-
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kan terwujudnya cita-cita na-
sional dan tujuan nasional Indo-
nesia yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945. Dalam
menghadapi berbagai krisis saat
ini, kita harus kembali pada ke-
satuan cara pandang dan kesatu-
an pemikiran yang sesuai de-
ngan doktrin dasar nasional
Wasantara dan Tannas, serta
mampu menciptakan suatu kon-
disi kehidupan yang mantap
yang terintegrasi, sehingga mam-
pu mengatasi berbagai tantang-
an, ancaman, hambatan dan
gangguan yang sedang maupun
akan dihadapi, serta mampu me-
manfaatkan peluang dan poten-
si/ kekuatan yang ada. Oleh ka-

rena itu pemantapan Ketahanan -

Nasional dalam menyukseskan
reformasi sangat penting. Le-
mahnya Ketahanan Nasional
dapat mengakibatkan gagalnya
pencapaian tujuan nasional,
bahkan dapat mengancam eksis-
tensi Negara Kesatuan RI dan
bangsa Indonesia.

Dalam rangka membahas Tan-
nas guna menyukseskan reforma-
si, kita tidak dapat melepaskan
diri dari pengaruh globalisasi
menjelang abad XXI inj, serta per-
kembangan kehidupan nasional.
Dari analisis terhadap globalisa-
si dan perkembangan kehidupan
nasional akan dapat diidentifika-

si tantangan, ancaman, dan ken-

dala yang harus diatasi dan pe-
luang yang dapat dimanfaatkan.

- Perkembangan Lingkungan

Global, Regional dan Nasional

Kalau kita amati sejarah du-
nia dan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia, sesungguhnya
era globalisasi telah mulai pada
abad XV1. Akibat industrialisasi
di Eropa Barat dan timbulnya
Kapitalisme, diperlukan daerah
pasar dan pemasok bahan men-
tah di luar Eropa. Globalisasi
pada waktu itu berwujud kolo-
nialisme dan imperialisme, yang
berakibat Nusantara menjadi
daerah jajahan bangsa lain lebih
dari 300 tahun.

Era globalisasi pada saat ini
sampai awal abad XXI pada ha-
kikatnya adalah globalisasi eko-
nomi dalam bentuk perdagan-
gan bebas dan globalisasi infor-
masi dalam bentuk Sistem Infor-
masi seperti internet, siaran ra-
dio dan TV internasional, dan
lain-lainnya. Perdagangan bebas
barang, jasa, modal, dan uang,
serta sistem informasi tidak me-
ngenal batas-batas negara. Era
globalisasi juga mengakibatkan
dunia dirasakan semakin kecil
(mengerut), sehingga menimbul-
kan kesadaran umat manusia un-
tuk turut serta menjamin keter-
tiban dunia dan kelestarian ling-
kungan hidup. Kesadaran ini
menimbulkan tuntutan hak asa-
si manusia (HAM), demokratisa-
si, dan kelestarian lingkungan
hidup. Tuntutan hati nurani



manusia ini idak menutup ke-
mungkinan digunakan dalih un-
tuk menekan negara-negara ber-
kembang oleh negara industri
maju dengan menggunakan
standar ganda (double standard).

Era globalisasi awal abad XXI
menimbulkan tantangan, pelu-
ang dan kendala, serta ancaman
dalam bentuk baru, yang sangat
berbeda dengan masa lalu. Ber-
samaan dengan dampak era glo-
balisasi di kawasan Asia Tengga-
ra, juga sudah mulai terasa da-
lam kehidupan nasional Indone-
sia, sejak pertengahan tahun
1997 sampai saat ini, bangsa In-
donesia menghadapi krisis mo-
neter dan ekonomi yang sangat
berat, kemudian berlanjut de-
ngan krisis kepercayaan.

Krisis kepercayaan yang di-
mulai sejak masa Presiden Soe-
harto terus berlangsung sampai
saat ini, baik kepercayaan dari
dalam negeri maupun dari luar
negeri. Sementara itu masya-
rakat sedang dalam euforia ber-
demokrasi dalam bentuk pendi-
rian partai yang saat ini sudah
kurang lebih 100 partai, unjuk
rasa, maraknya kembali primor-
dialisme, dan separatisme, yang
bila tidak terkendali akan dapat
menjurus terjadinya kemerosot-
an kehidupan nasional, dan dis-
integrasi bangsa dan NKRI. Un-
tuk mengatasi segenap per-
masalahan tersebut bangsa Indo-
nesia harus memiliki Ketahanan

Nasional yang cukup tangguh.
Dalam rangka membina Ke-
tahanan Nasional guna mensuk-
seskan reformasi yang juga di-
pengaruhi oleh globalisasi, serta
perkembangan situasi dan kon-
disi di dalam negeri Indonesia,
perlu diidentifikasi tantangan,
ancaman dan kendala yang ha-
rus diatasi, serta peluang-pelu-
ang yang harus dimanfaatkan.

1. ;I‘antangan terhadap Pancasi-
a

Era globalisasi, khususnya era
perdagangan bebas cenderung
menuju perekonomian liberal
(ekonomi pasar) dan bersifat ka-
pitalistik, individualistik dan ma-
terialistik yang dapat menggeser
nilai-nilai idealisme yang ter-
kandung dalam Pancasila. Ke-
cenderungan ini bila tidak dapat
dikendalikan akan menimbul-
kan kesenjangan sosial ekonomi
yang makin melebar, yang dapat
membahayakan persatuan dan
kesatuan bangsa. -

2. Ancaman terhadap NKRI se-
bagai Negara Bangsa (Na-
tion State)

Dengan makin meningkatnya
perdagangan bebas melampaui
batas negara, diramalkan oleh
pakar dari luar negeri bahwa
akan terjadi perpecahan pada
negara bangsa, yang sudah ter-
jadi pada Uni Soviet, Yugoslavia,
dan Chekoslovakia. Gerakan re-

formasi di Indonesia juga me-
nimbulkan dampak negatif
dalam bentuk maraknya kembali
primordialisme, berbagai kerusuh-
an massal yang menggoncang-
kan stabilitas nasional, serta tim-
bulnya kembali gerakan separa-
tis di Timtim, Irja dan Aceh. Mun-
culnya gerakan separatis ini juga
dipicu oleh berbagai kebijaksa-
naan dari pemerintah pusat yang
kurang tepat, kurang adil, dan
kurang sesuai dengan aspirasi
masyarakat dari daerah-daerah
tersebut. '

3. Ancaman Bentuk Baru

Dalam era globalisasi timbul
berbagai ancaman bentuk baru
yang tidak dapat diatasi dengan
kekuatan militer (hankam) saja.
Ancaman bentuk baru tersebut
dapat berbentuk rekayasa dari
luar dan dalam negeri agar citra
Indonesia jelek di dunia interna-
sional dengan isu pelanggaran
HAM, otoriter, idak demokratis
dan lain-lainnya. Ancaman ben-
tuk baru lainnya dapat berakibat
terjadinya krisis moneter dan
ekonomi yang berlanjut dengan
krisis kepercayaan masyarakat
dan dunia internasional terhadap
pemerintah Indonesia. Ancaman
bentuk baru ini bila tidak mam-
pu diatasi, akan mengakibatkan
makin terpuruknya kehidupan
nasional dan terjadinya disinte-
grasi bangsa dan NKRL

4. Kendala Daya Saing

Dalam perdagangan bebas
pada era globalisasi terdapat
ketimpangan antara negara in-
dustri maju dengan negara ber-
kembang, termasuk Indonesia.
Negara industri maju menguasai
keunggulan teknologi, modal
dan kemampuan profesional
dibandingkan dengan negara
berkembang yang pada umum-
nya hanya memiliki sumber daya
alam dan sumber daya manusia
dengan kualitas yang masih ren-
dah. Negara industri maju me-
nikmati nilai tambah yang besar,
sedangkan negara berkembang
hanya mendapatkan nilai tam-
bah yang kecil. Keadaan yang
timpang tersebut mengakibatkan
daya saing barang dan jasa ne-
gara berkembang pada umum-
nya masih lemah. Bahkan dalam
persaingan ini negara industri
maju dengan dalih tuntutan
HAM, demokratisasi, kelestarian
hidup dengan menggunakan
standar ganda, sering mengada-
kan tekanan dan pembatasan ter-
hadap produk barang dan jasa
dari negara berkembang, terma-
suk Indonesia.

5. Peluang Kerjasama

Era perdagangan bebas men-
dorong kerjasama, khususnya
kerjasama ekonomi dan perda-
gangan yang saling mengun-
tungkan yang didasarkan saling



_______ wiauaan yang
adil. Keqasama ini dapat dilak-
sanakan baik secara bilateral,
maupun regional, dan interna-
sional dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan dan keaman-
an bersama. Guna memanfaat-
kan peluang kerjasama ini diper-
lukan kesetaraan di antara sesa-
ma negara bangsa, bukan domi-
nasi negara yang satu terhadap
lainnya.

6. Hakikat Tantangan dalam

Era Reformasi

Mengingat pada saat ini bang-
sa Indonesia sedang mengha-
dapi krisis moneter dan ekonomi
serta krisis kepercayaan yang
sangat berat, maka segala daya
dan dana hendaknya diprioritas-
kan pada tantangan jangka pen-
dek dalam rangka mengatasi kri-
sis sebagai berikut:

a. Pemulihan Stabilitas Politik,
Ekonomi dan Keamanan

- Dampak negatif dari gerakan
reformasi berupa unjuk rasa
yang cenderung ingin memaksa-
kan kehendak, yang masih sering
disertai tindak kekerasan seperti
perusakan, penjarahan dan pem-
bunuhan, menimbulkan ketakut-
an warga masyarakat yang ma-
sih mengalami trauma peristiwa
Mei 1998. Kriminalitas masih
cenderung meningkat menimbul-
kan terganggunya keamanan
dan ketertiban masyarakat. Ke-

adaan tersebut memberikan in-
dikasi bahwa stabilitas keaman-
an belum pulih.

Berbagai pendapat dan sepak
terjang para tokoh reformasi,
para pakar dan pemimpin orsos-
pol, ISM tentang pro dan kontra
terhadap pemerintahan Presiden
B.J. Habibie, tentang asas tung-
gal Pancasila, SI MPR, Pemilu
dan SU MPR, tentang tuntutan
separatis dan lain-lain isu politik
yang cenderung mengutamakan
kepentingan pribadi atau golong-
annya di atas kepentingan na-
sional, memberikan indikasi be-
lum pulihnya stabilitas politik.

Nilai tukar rupiah, terhadap
dollar AS yang masih terpuruk

belum memberikan iklim yang

menghidupkan kembali proses
produksi barang dan jasa sebagi-
an besar perusahaan swasta na-
sional, sehingga mengakibatkan
kelangkaan tersedianya barang

dan jasa, serta melambungnya

harga barang dan jasa. Investor
dan turis asing masih enggan
masuk kembali ke Indonesia.
Kondisi ini memberikan indikasi
bahwa stabilitas ekonomi Indo-
nesia belum pulih,

b. Pemenuhan Kebutuhan Sem-
bako
Tidak terpenuhinya kebutuh-
an sembako, terutama bagi go-
longan bawah, akan mudah se-

_kali dihasut dan disulut oleh ok-

num/kelompok tersebut untuk

mengadakan penjarahan keru-
suhan massal yang lebih dahsyat
bagi kepentingan politik oknum/
kelompok tersebut.

Masyarakat golongan bawah
yang terdiri dari golongan yang
memperoleh penghasilan mar-
ginal, para penganggur dan pen-
duduk miskin jumlahnya sudah
makin besar, bila mereka lapar
akan terpaksa melakukan tindak-
an yang lepas kontrol dan akan
terjadi tindak kekerasan secara
massal.

c. Pemerintah yan Mendapat
Kepercayaan Rakyat
Terjadinya pro dan kontra ter-

hadap pemerintahan Presiden

B.]J. Habibie paling sedikit dapat

ditinjau dari segi formal konsti-

tusional dan ditinjau secara ak-
tual. Hal ini memberikan indika-
si bahwa pemerintah Presiden

B.J. Habibie pada saat ini belum

mendapat kepercayaan rakyat

sepenuhnya.

Sesuai dengan asas kedaulat-
an rakyat, kepercayaan rakyat
secara formal konstitusional
diperoleh melalui Pemilu danSU
MPR. Sedangkan kepercayaan
aktual termasuk kepercayaan
dari luar negeri, sangat tergan-
tung dari program dan kinerja
pemerintahan Presiden B.J. Ha-
bibie dalam melaksanakan refor-
masi secara bertahap dan konsis-
ten, antara lain menghapus KKN
dan ABS, menciptakan kepastian

dan tegaknya hukum, mening-
katkan pelaksanaan HAM, meng-
atasi krisis, yang makin bersifat
multidimensional, serta mampu
melanjutkan pembangunan na-
sional, khususnya pembangun-
an ekonomi.

d. Pemanfaatan potensi, kekua-

tan dan peluang

Walaupun krisis moneter, eko-
nomi dan kepercayaan dirasakan
sangat berat dan mencekam, na-
mun bangsa Indonesia terutama
para pemimpinnya harus tetap
memiliki tekad, semangat dan
keyakinan bahwa kita mampu
keluar dari krisis, serta mampu
menjamin NKRI berdasarkan
Pancasila tetap utuh. Para pe-
mimpin bangsa hendaknya da-
pat mendorong kembali kokoh-
nya persatuan kesatuan nasional,
mampu memanfaatkan potensi
dan kekuatan bangsa, kekayaan
alam, dan wilayah Indonesia,
serta peluang kerjasama dalam
kesetaraan dengan negara dan
lembaga internasional untuk
mengatasi krisis dan melanjut-
kan pembangunan nasional.

Upaya Pemantapan Ketahanan
Nasional

Upaya pemantapan Ketahan-
an Nasional dalam era reforma-
si dan dalam krisis moneter dan
ekonomi, serta krisis keperca-
yaan sesuai Doktrin Dasar Na-
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lah dengan membangun kekuat-
an secara komprehensif integral
untuk mengatasi tantangan an-
caman dan kendala, serta me-
manfaatkan potensi, kekuatan
dan peluang terutama dalam jang-
ka pendek dan jangka sedang
dengan prioritas sebagai berikut:

1. Kesadaran dan tekad bersatu

Memulihkan kesadaran dan
tekad bersatu padu seluruh bang-
sa Indonesia untuk menciptakan
stabilitas politik dan keamanan,
serta stabilitas ekonomi termasuk
nilai rupiah terhadap dollar AS,
dalam wadah NKRI yang ber-
dasarkan Pancasila dan UUD
1945. Bangsa Indonesia, teruta-
ma para pemimpin bangsa harus
lebih mengutamakan kepenting-
an nasional di atas kepentingan
pribadi, golongan, suku, etnis
dan daerah. Oleh karena itu bang-
sa Indonesia perlu secara konsis-
ten meningkatkan kembali pema-
haman, penghayatan dan peng-
amalan Pancasila sebagai dasar
negara, pandangan hidup bang-
sa Indonesia yang plural, dan
Wawasan Nusantara sebagai
wawasan nasijonal Indonesia.

2. Keterpaduan dan Kekompak-
an Upaya
Menciptakan keterpaduan
dan kekompakan upaya intern
pemerintah, antara pemerintah
dengan DPR dan Lembaga Ting-

&+ 1 vegala INNYa, antara peme-

rintah dengan ABRI, dan parpol,
ormas serta tokoh masyarakat
dalam menyikapi dan bertindak
untuk mengatasi krisis moneter,
ekonomi, dan krisis kepercayaan.
Dalam hal ini diperlukan rekon-
siliasi dan konsensus nasional
untuk bekerjasama melaksana-
kan agenda (recovery plan) yang
disekati. Oleh karena itu bangsa
Indonesia perlu secara konsisten
meningkatkan pemahaman, peng-
hayatan dan pengamalan kon-
sepsi Ketahanan Nasional.

3. Pengaturan Kemerdekaan
Berserikat, Berkumpul dan
Menyampaikan Pendapat

Merumuskan dan mengun--

dangkan perubahan/penyem-
purnaan peraturan perundang-
undangan tentang kemerdekaan
berserikat, berkumpul, menyam-
paikan pendapat, baik lisan mau-
pun tertulis, termasuk kegiatan
unjuk rasa dalam rangka mewu-
judkan kehidupan yang demo-
kratis, agar tidak menjurus ke
arah liberalisme, separatisme
dan terjadinya disintegrasi bang-
sa dan negara. Dengan peratur-
an perundang-undangan terse-
but, terwujud aturan main yang
jelas, sehingga tercipta kepastian
hukum dan penegakan hukum
oleh aparat yang berwenang tan-
paragu-ragu.

4. Pemberantasan KKN dan

ABS

Pemberantasan KKN dan ABS
dilembaga pemerintah, lembaga
perwakilan rakyat dan masya-
rakat secara bertahap dan berlan-
jut mengacu pada kriteria yang
jelas dan berdasarkan hukum, se-
hingga tidak terjadi unjuk rasa,
hujat-menghujat yang menjurus
terjadinya “anarkhi” dan pe-
langgaran HAM.

5. Pemulihan produksi dan dis-
tribusi Sembako
Memberikan prioritas yang

tinggi untuk memenuhi kebu-

tuhan sembako dan mengatasi

pengangguran. Menangguhkan

. pembangunan proyek infrastruk-

tur dan industri yang memiliki
nilai tambah kecil, yang membu-
tuhkan dana yang sangat besar.
Upaya peningkatan produksi
pangan dalam negeri dan kelan-
caran distribusinya, serta harga
yang terjangkau oleh masyara-
kat golongan bawah, dan pem-
berian subsidi/santunan yang
tepat sasaran, harus merupakan
komitmen semua pihak yang ter-
kait.

6. Menggali dan Memanfaat-
kan Potensi Kekayaan Alam
Indonesia
Menggali dan memanfaatkan

potensi kekayaan alam Indone-

sia, kemampuan SDM, dan sara-
na serta prasarana yang sudah
dibangun, guna meningkatkan

produksi pangan dan komoditi
ekspor melalui agrobisnis dan
resouce based industry. Di sam-
ping itu ekspor TKI perlu di-
tingkatkan pengaturannya, se-
hingga menghasilkan devisa
yang sangat diperlukan. Sejalan
dengan upaya tersebutharus di-
tingkatkan terciptanya peme-
rataan pembangunan dan hasil-
hasilnya secara adil, untuk ke-
makmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pemusatan kekuatan
ekonomi pada golongan/etnis,
monopoli, monopsoni dan oli-
gopoli harus dikikis habis. Me-
wujudkan ekonomi kerakyatan
dengan pemberdayaan koperasi,
pengusaha kecil dan menengah
dalam perekonomian nasional
sebagai sarana pemerataan dan
pertumbuhan perlu terus di-
tingkatkan.

7. Meningkatkan Kepercayaan

Rakyat

Dalam rangka meningkatkan
legitimasi pemerintah secara de-
mokratis, perlu secepat mungkin
diselenggarakan SI MPR, Pemi-
lu dan SU MPR. Sejalan dengan
agenda tersebut pemerintah dan
DPR harus mampu menunjuk-
kan peningkatan kinerjanya.
Demikian pula ABRI harus mam-
pu membenahi pelaksanaan
dwifungsi ABRI secara tepat gu-
na. Dengan terpilihnya presiden
dan wapres yang definitif secara
demokratis dengan pembatasan
masa jabatan 2 kali dalam SU



MPR pada Desember 1999 yang
akan datang, kemudian dapat
dibentuk pemerintahan yang ber-
sih dan berwibawa, mencintai
dan dicintai rakyat, diharapkan
bangsa Indonesia akan mampu
melanjutkan pembangunan na-
sional dalam rangka mencapai
tujuan nasional dan cita-cita na-
sional.

8. Politik Luar Negeri Bebas
Aktif

Pemerintah hendaknya mam-
pu melaksanakan politik luar
negeri bebas aktif yang diabdikan
pada kepentingan nasional, ser-
ta mendukung upaya dalam meng-
atasi krisis. Perwakilan RI di luar
negeri hendaknya mampu lebih
proaktif meningkatkan citra In-
donesia, mencari peluang kerja-
sama yang saling menguntung-
kan, dan berbagai bantuan da-
lam rangka mengatasi krisis dan
melanjutkan pembangunan na-
sional.

Penutup

Dari uraian di atas dapat di-
simpulkan hal-hal sebagai ber-
ikut:

1. Hakekatreformasi adalah per-
baikan kehidupan nasional
secara bertahap berlanjut (se-
cara evolusioner) yang tetap
berdasarkan Pancasila, UUD
1945 dan dalam wadah NKRI,
terutama untuk mewujudkan

kehidupan politik yang makin
demokratis dalam suasana
keterbukaan (transparan),

- mengindahkan HAM, bersih

dari KKN dan ABS; kehidup-
an ekonomi kerakyatan yang
adil dan makmur; terciptanya
kepastian dan tegaknya hu-
kum yang berkeadilan. Refor-
masi bukanlah revolusi.

. Gerakan reformasi yang di-

dahului situasi krisis moneter
dan ekonomi, berlanjut de-
ngan krisis kepercayaan, be-
lum dapat berjalan dengan

. tertib dan lancar, karena kri-

sis masih terus berlangsung
yang makin bersifat multidi-
mensional, yang cenderung

dapat membahayakan tetap -

utuh dan tegaknya NKRI yang
berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.

. Wasantara dan Tannas se-

bagai doktrin dasar nasional
masih valid dan relevan se-
bagai acuan dalam rangka

-~ mengatasi krisis dan melurus-

kan gerakan reformasi.

- Dalam rangka upaya keluar

dari krisis, agar gerakan refor-
masi dapat terus berlanjut,
maka segala daya dan dana
hendaknya diprioritaskan
untuk mengatasi tantangan
jangka pendek yaitu (a) pe-
mulihan stabilitas politik,
ekonomi dan keamanan, (b)
pemenuhan kebutuhan sem-
bako, (c) pemerintah yang

mendapat kepercayaan ma-
syarakat, (d) pemanfaatan po-
tensi, kekuatan, dan peluang.

. Upaya pemantapan Ketahan-

an Nasional hendaknya di-
prioritaskan pada (a) Kesadar-
an dan tekad bersatu, (b) Ke-
terpaduan dan kekompakan
upaya, (c) pengaturan kemer-
dekaan berserikat, berkumpul
dan menyampaikan penda-
pat, (d) pemberantasan KKN
dan ABS, (e) pemulihan pro-
duksi dan distribusi sembako,
(f) menggali dan memanfaat-
kan potensi kekayaan Alam
dan SDM Indonesia, (g) me-

ningkatkan kepercayaan rak-
yat melalui agenda politik (re-
covery plan) yang disepakati
bersama, (h) politik luar negeri
bebas aktif yang diabdikan
pada kepentingan nasional.
Demikianlah sumbangan pe-
mikiran penulis. Semoga ber-
manfaat bagi para pemimpin
bangsa, tokoh masyarakat dan
semua pihak yang terkait dalam
rangka upaya keluar dari situasi
krisis yang sangatberat dan me-
lanjutkan reformasi yang tetap
berdasarkan Pancasila, UUD
1945 dalam wadah NKRI.



